
 

 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 34 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG 

KOMISI INFORMASI DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Komisi Informasi Daerah telah ditetapkan dengan 

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

29 Tahun 2016 tentang Komisi Informasi Daerah; 

  b. bahwa untuk meningkatkan kualitas calon anggota 

Komisi Informasi Daerah, persyaratan calon anggota 

Komisi Informasi Daerah yang termuat dalam Peraturan 

Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu 

diubah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan 

Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 29 Tahun 2016 tentang Komisi Informasi Daerah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

 SALINAN 



Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 

3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 827); 

  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5339); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa 

Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 

 

 

 



  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 

5); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG KOMISI INFORMASI 

DAERAH. 

 

PASAL I 

Ketentuan Pasal 11 ayat (6) dalam Peraturan Gubernur 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2016 tentang 

Komisi Informasi Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 30) diubah sehingga Pasal 11 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 11 

(1) Proses seleksi calon anggota Komisi Informasi dari Unsur 

Masyarakat dilakukan oleh Tim Seleksi. 

(2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

(3) Pelaksanaan seleksi calon anggota Komisi Informasi 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Calon anggota Komisi Informasi dari Unsur Pemerintah 

diajukan oleh Gubernur melalui mekanisme yang 

berlaku. 



(5) Calon anggota Komisi Informasi dari Unsur Pemerintah 

dan Unsur Masyarakat sebelum diajukan ke DPRD, 

diumumkan untuk mendapat masukan dari masyarakat. 

(6) Persyaratan calon anggota Komisi Informasi dari Unsur 

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

memenuhi kualifikasi sebagai berikut: 

a. pangkat/golongan paling rendah IIId; dan 

b. diutamakan memiliki kemampuan di bidang 

teknologi informasi. 

 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

 

 

Ditetapkan di Yogyakarta 

pada tanggal 23 Mei 2019 

 

GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

                       ttd. 

 

  HAMENGKU BUWONO X 

 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 23 Mei 2019 

 

SEKRETARIS DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

                          ttd. 

 

GATOT SAPTADI 

 

 

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 34   

 

 
Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM, 
 

ttd. 
 

DEWO ISNU BROTO I.S. 
NIP. 19640714 199102 1 001 


